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Isi Berita:

JEPARA, Joglo Jateng — Pemerintah Kabupaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Jepara membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Tujuannya untuk membangun Jepara dan
mendukung kebijakan nasional.

Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif atau yang akrab disapa Gus Haiz membeberkan bahwa
besaran RAPBD 2024 sebanyak Rp 2.311.594.671.300. Di antara fokusnya adalah untuk
penanganan kemiskinan dan stunting.

“Sekitar Rp 2,3 triliun, nanti akan dibelanjakan untuk target pencapaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2024 sesuai kewenangan masing-masing tingkatan
Pemerintah Daerah,” papar Gus Haiz kepada Joglo Jateng, usai rapat paripurna dengan
Pj Bupati Jepara, Senin (18/9).

Tidak hanya itu, kata dia, anggaran tersebut juga untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintah kabupaten yang menjadi kewenangan daerah (prioritas pembangunan
daerah), termasuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 serentak.

Adapun, angka RAPBD Kabupaten Jepara 2024, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) direncanakan sebesar Rp 464.809.174.300 dan Pendapatan Transfer direncanakan
sebesar Rp 1.846.785.497.000.

Sementara, untuk komponen Belanja Operasi sebesar Rp 1.757.789.930.479, Belanja
Modal sebanyak Rp 195.010.912.550, Belanja Tidak Terduga mencapai Rp
17.000.000.000, Belanja Transfer sebesar Rp 392.534.285.000.
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Kemudian, Belanja Bagi Hasil sebanyak Rp 23.689.883.000, Belanja Bantuan Keuangan
mencapai Rp 368.844.402.000, serta pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan
Pembiayaan Rp 64.790.456.729, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp
14.050.000.000.

Sementara itu, Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta menghaturkan terimakasih atas dedikasi
jajaran DPRD Jepara. Sehingga, perihal pembiayaan di daerah dapat berjalan dengan baik
dan lancar.

“Kami mengharapkan masukan dan saran dari anggota dewan yang terhormat sehingga
RAPBD Kabupaten Jepara TA 2024 ini akan lebih sempurna dan dalam waktu yang tidak
terlalu lama dapat disetujui dan disahkan untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi

peraturan daerah,” pungkas Edy. (Muhammad Agung Prayoga)
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Catatan :

e APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan
kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran.
Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan
pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat
pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur
melalui evaluasi terhadap laporan APBD.!

e Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD.?

! Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES
PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada
tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

2 Ibid
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APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, (Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang
meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan
Penerimaan lainnya), Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus serta Pendapatan lain-lain
yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.?
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui sistem informasi
pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD
merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan
masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan
ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.*

Pedoman Penyusunan APBD, Sebagai Wujud Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Pasal 308 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Kementerian
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan terkait
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, selanjutnya
juga menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024 serta ruang lingkup pedoman penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dan format dokumen
penganggaran dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

anggaran 2024.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi
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